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Membaca

Menimbang

Memperhatikan

Menetapkan

Pertama Memberi Izin kepada :

+ Ifama Sat@nPAIrD
* Jeaia Progran
* IIama Feayele-ggara
* Alamat PAIID

Kedua
Ketiga
Keempat

Tembusan:
1. Bapak Bupati Iabuhanbattr di Rantauprapat
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Kepala UFT Diaas Fendidikan Kecamatan Panai Tengah
4. Pertinggal
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1. Surat Permohonan Penerbitan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BtlNDA
SYAI" Nomor : O2IPAUD-BS/X/2O18 tanggal 20 Nopember 2018 Perihal Permohonan
Penerbitan SIO PAUD BUNDA SYAI Desa SelatBeting.

2. Surat Rekommdasi dari Kepala UPT Dinas Fendidikan Kec4mata[ Panai Tengah Nomor :

421.9/43OIVyt PT/2018 tanggal 19 Nopember 2O18.

1. bahwa untuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan
Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat dipedukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan
tioglat tersebut dengan baik.

2. bahwa syarat untuk mend-irikan kmbaga Pendidikan Anak Usia Dini yaitu hart.s
ditelbitkarrnya surat lzin peryelenggaraan PAUD oleh Kepala Dinas Perrdidikan Kabupaten
l^abuhanbatu.

1. Undang - undang Nomor :2A tahun 2OO3 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor : 32 ?ahun 2AO4 rcfiang Femerintahan Daerah sbagaimana telah

diubah dua kali terakhA dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan

Minimal.
4. Peraturan Pemerintalr Republik Ladonesia Nomor 66 Tahun 2O1O terrtang Perubahan atas

Peraturan Femerintah Nomor 17 Tahun 2O1O tentang Pengelolaaa dan Penyelenggaraan
Pendidikan.

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik krdonesia Nomor. 84 Tahun 2014
tentangPendirian Satuai Pendiditr<an Anak Usia Dini.

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Repubtk Indonesia Nomor. 11 Tahun 2015
tentang Orgaoisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

7. Peraturarl Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten
I-ahuhanbafu.

8. Peraturan Ehrpati Labuhanbatu Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susuoan
Organisasi, Tugas dnn Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupatea Labuhanbatu.
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Kecaarataa Fraat Tcagah Kabupatea Labuhaabatu

PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan laporan setiap bulan.
Kepuhrsan ini berlaku s{ak diterbitkannya Surat Keputusan ini.
Apabita terdapat kekeliruan d,alam penetapan Surat. Keputusan ini akan diadakan perbaikan
gefongaim€m6 mestinya.


